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BABIV 

PENUTUP 

l.Kesimpulan 
a. 	 Dalam melaksanakan perkawinan di luar negeri kita perIu memperhatikan 
asas-asas hukum perdata intemasional umum.asas "Sahnya suatu 
perkawinan menurut Lex loci celebrationis akan menyebabkan sahnya 
perkawinan itu dimanapun juga" hanya berIaku untuk masalah-masalah 
yang menyangkut persoalan formalitas saja. Sedangkan syarat-syarat 
materiil (yang menyangkut status dan wewenang seseorang) tetap merujuk 
pada hukum positif Indonesia yakni Undang-undang No.1 Tahun 
1974.Dalam hal perkawinan beda agama yang dilakukan di luar 
negeri,perkawinan tersebut adalah sah.Pemerintah mengakui perkawinan 
beda agama di 1uar negeri.Hal ini terbukti dengan adanya Yurisprudensi 
Putusan MA No. 1400 KlPdtJ1986 dan Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri No.477/2535IPUOD tanggal 25 Juli Yang menegaskan bahwa 
untuk mengisi kevakuman hukum maka pelaksanaan perkawinan dari 
warganegara Indonesia yang berbeda agama sebelum dicatatkan di Dinas 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil harus mendapatkan penetapan 
Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan kepada Dinas Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinannya 
menurut hukum agama yang disepakati kedua mempelai. 
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b. 	 Pasal 56 ayat (2) menyebutkan ;"Dalam waktu satu tahun setelah suami 
istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka 
harus didaftarkan di kantor peneatatan perkawinan tempat tinggal 
mereka".Sesuai pasal 56 ayat (2), jika pasangan suami istri tersebut 
kembali di Indonesia maka selama dalam waktu satu tahun perkawinan 
tersebut harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan dengan 
membawa surat bukti perkawinan mereka yang telab dilaksanakan di luar 
negerLMaka dalam hal ini pegawai Kantor Catatan Sipil harus menerima 
dan mencatat jika ada pasangan suami istri yng mendaftarkan 
perkawinannya 
2.Saran 
1. 	 Sehubungan dengan tidak diatumya masalah perkawinan beda agama 
dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,maka 
seharusnya Pemerintah membuat perUndang-undangan yang baru yang 
mana mengatur masalah perkawinan beda agama,sehingga dalam hal ini 
tereipta kepastian hukum dalam masyarakat. 
2. 	 Sulitnya prosedur menikab di Indonesia terutama pasangan yang berbeda 
agama membut mereka memilih melangsungkan perkawinannya di luar 
negeri.Untuk itu Pemerintab perlu melaksanakan tindakan-taindakan yang 
konkret untuk mempermudah prosedur dan tata eara pelaksanaan 
perkawinan di Indonesia. 
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